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ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS
HONORARIUM PENGURUS PADA LEMBAGA KEAGAMAAN (STUDI KASUS
MUI KOTA BANJARMASIN) (Oleh: Nabila Safitri; Pembimbing: Rini Rahmawati;
2026; 89 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pemotongan PPh Pasal
21 pada honorarium pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.
Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan diolah menggunakan
model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
pemotongan dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan sistem corefax sesuai
dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK No. 168
Tahun 2023. Secara material, tingkat kepatuhan dinilai optimal karena akurasi
perhitungan tarif dan penggunaan kode objek pajak yang tepat bagi peserta kegiatan.
Namun, kepatuhan formal dinilai belum optimal karena tertundanya penyetoran dan
pelaporan pajak, yang dilakukan secara kolektif di akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh
pola pencairan dana hibah pemerintah yang tidak sinkron dengan siklus masa pajak
bulanan. Secara umum, penerapan pemotongan pajak telah berjalan baik, namun
memerlukan penyempurnaan pada aspek ketepatan waktu administratif agar
sepenuhnya selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: PPh Pasal 21; Kepatuhan Pajak; Honorarium Pengurus; Sistem Coretax
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ABSTRACT

ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH INCOME TAX WITHHOLDING UNDER
ARTICLE 21 ON HONORARIUMS OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS AT
RELIGIOUS INSTITUTIONS (A CASE STUDY OF MUI KOTA BANJARMASIN)
(By: Nabila Safitri; Advisor: Rini Rahmawati; 2026; 89 pages)

This study aims to analyze compliance with income tax withholding under
Article 21 on honoraria paid to officials of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Banjarmasin. The research methodology employs a qualitative descriptive approach,
with data collected through interviews and documentation, and analyzed using an
interactive analysis model. The results indicate that the withholding mechanism is
carried out by the treasurer using the Coretax system in accordance with Law No. 7
of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation
No. 168 of 2023. In material terms, the level of compliance is considered optimal due
to the accuracy of tax rate calculations and the proper use of tax object codes for
activity participants. However, formal compliance is deemed suboptimal due to delays
in tax payment and reporting, which are conducted collectively at the end of the year.
This is caused by the government grant disbursement schedule not aligning with the
monthly tax cycle. Overall, while the implementation of tax withholding has been
effective, it requires improvement in administrative timeliness to be fully aligned with
applicable tax regulations.

Keywords: Income Tax Article 21; Tax Compliance, Board Members’ Honoraria;
Coretax System
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